BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 410/34y /| Kpts/BPT-PS/ 2019

TENTANG

Pl ': Iﬂnkz F KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANI1 ' TERBAIK TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Perlombaan
Kelompok Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi ( KP-SPAMS ) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 telah dilakukan penilaian terhadap Kelompok
Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang
ada di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan indikator
penilaian yang tclah ditentukan,;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu ditetapkan Kelompok Pengelolaan Sarana
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Peringkat I, II dan III
Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok
Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitas
Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019,

1tas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentuian
Daerah  Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dacrah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1643);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

{ang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);
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9.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indoriesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negiara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 20185 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daecrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5&,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republix
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu=n
2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturaan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T:li
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiy
Nomor 6041); '
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3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

14.

19.

21.

Penanggulangarn Kemiskinan;

Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perub:ihan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daeruh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pemberntukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 018 tentang Perubahan Atas Peratiren

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 201°5
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak, Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ¢ Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 tahun 2016 tentang
Rencana Aksi Daerah penyediaan Air Minum dan Penyechatan
Lingkungan Tahun 2016-2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016,

tentang Keducukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokck,
Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisis
Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018,

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
sebagaimana tclah beberapa kali Diubah Terakhir Dengan
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2019
zentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2019.
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KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN :

Menetapk ‘e . .
ietapkan  Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum

fi;n( Sanitasi Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
f( 1.)' S"l‘bagalmana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahikan dari Keputusan Bupati ini.

/\:tas prestasi dari masing-masing tersebut pada Diktum
KESATU, Pemerint:h Kabupaten Pesisir Selatan memberikan
penghargaan berup:  Uang Pembinaan, dengan rincian sebagai
berikut :

a. Terbaik I (Pertaima) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta
Rupiah);

b. Terbaik II (Kedua) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
dan

c. Terbaik Il (Ketiga) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Uang Pembinaan scbagaimana dimaksud pada Diktum K]
dimanfaatkan oleh Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Al
Minum dan Sanitasi sesuai dengan hasil keputusan yang

ditetapkan melalui Musyawarah Nagari.

Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
( KP-SPAMS ) Terbaik I (pertama) Tingkat Kabupaten Pesisir
Selatan  ditunjuk mewakili Kabupaten Pesisir Selatan dalam
Perlombaan KP-SPAMS Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun
20109.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan padi Anggaran Kegiatan Pemberdayaan
Keberlanjutan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini mula: berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada taniggal :

ainan
¥ September 2010

‘HEN ONI
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LAMPIRAN

‘i\f)‘&%TRUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

ARG, | 4180/ 56Y ' Kpts/BPT-PS/ 2019

"“Y”‘\'T’AJN(‘ : 1¥ September 2018

[ENTANG PENETAPAN  KELOMPOK PENGELOLA SARANA
PENYEDIA.-\N AIR MINUM DAN SANITASI TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

da M enanc - I . .
: '},‘;}‘\’“‘)‘“h Lomba Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
AP-SPAMS) Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
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